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4 NOMCR s @ TAHUN 1983
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN DALAN DESA DAN LINGKUNGAN DALAM
KSLURAHAN

IENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA MERAH TINGEAT II IEMAX

Menimbang ¢ bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintghan secara berdaya gu

na dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, maka dalam rangka pg
laksamaan Pasal 16 dan Pasal 31 Undange undang Nemer 5 Tahun 1979 ten

tang Pemeriniahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Da
N

erah tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan I'r*ngb.mgan dalam Kelu «
rahan «

Mengingat ¢ 1« Undang-undang Nemer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Deerah~dae =
» rah Kabupaten dalam lingkungan Prepinsi Jawa Tengah j;

‘ 2¢ Undang= undang Nemer 5 Tahun 1974 tentang Pekel-pekek Pemerintahan
Di Daerah ( Lembaran Negara Tabun 1974 Nemer 38,Tambahan Lembaranm
Negara Nemer 3037 ) ;
3e Undang= undang Nemer § Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lem =
baran legara Tahun 1979 Nemer 56, Tembahan Lembaran Negara Nemer =
3153 ) 3

4e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 2 Tahun 1980 tentang Pemben =
tukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan j

5e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 2 Tahun 1981 tentang Pembentuka
kan Lembaga Husyawarah Desa j

6e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 5 Tahun 1981 tentang Pemben =
“ tukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahen j

Te Peraturan lMenteri Dalam Negeri Nemer 4 Tahun 1981 tenitang Pemben =
tulkan, Pemecahan, Penyaiuan, dan Pengahapusan Desa

8+ Instruksi Gubernur Kepala Deerah Tingkat I Jawa Tengah Nemer 188.5
/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan lenberi

rcuuj\‘-"‘

Dalam Negeri dalam'pelaksanzan Undang-undang Nemer 5 Tahun 1979 =
tentang Pemerintahan Desa «

Dengan persetujuan Dewan Perwalkilan Ralyat Deerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
HENUTUSKAN 3

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DASRAH TINGKAT II IEMAK TENTANG PEMBEENTUEK
- 47 DUSUN DALAN DESA BAN LINGEUNGAN DALAN KSLURAHAN .

BAB I
KETENTUAN  UNUM

Pagal 1 Sesscsesnmans
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Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
ae Gubernur Kepela Daersh adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah j
be Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak 3

oe Desa adalah suatu wilaysh yang ditempati eleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan
 masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai ep
genisasi pemerintahan terendsh langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggara =

: kan rumeh tengganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indenesia ;

' de Kelurshan adalsh suatu wilayah yang ditempati eleh sejumlah penduduk yang mempue
nyai erganisasi pemerintahan terendsh langsung dibawah Cemat yang tidak berhak =
menyelenggaragan rumah tm& senq.iri H

es Dusun adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pe =
" laksanaan pemerintahan Kelurahan e

fe Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Kolu_rahan H

ge Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga Permusyawaratan/ permufakatan yang keanggetea

getaannys terdiri dari Kepalaw Kepala Dusun, Pimpnan Lembage= lembaga Kemagyaras
katam dan Pemukae pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan ‘s

BAB II
PEMBENTUKAN.
Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

' Il Pasal 2 J

. Tujuan Pembentulkan Dysun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk me =~
ningkatkan kemampuazi penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil gu
na serta pelayenan terhadap masyarakst sesuai dengan Tingkat perkembangen dan kema, ju~
an pembangunan ‘e

Pasal 3

(1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul -

Kepala Desa atau Kepala Kelurshan setelah wendapat persetujuan dari Gubernur Ko =
pala Daerah o

(2),Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal =
ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melzalui Camat setelah dimintakan pers
timbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarzh Desa untuk tingkat Desa den Perangkate
Kelurahan untuk tingkat Kelurahan e

Bagian Kedus esseesscvavssscccne
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Bagian Kedua
Sarat - gyarat Pembentukan
Pasal 4

(1) Delam Pembentukan Dusun atau Linglungen Barus memperhatikan syarate syarat fak =
tor jumlan penduduky luss wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kendisi ke-
mampuan ekenemi magyarakat .
a2y Fakter Penduduk, yaitu sedikit—dikitnya 500 jiwa atau 100 Eepala Keluarga .

be Fakter Luas wileyah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna -
dalam rangks pemberian pelayanan danpembinaan magyarakat .
Oe Fakter letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau kemunekasi

antar Dusun atan anta® Linglawg=n yang memungkinkan terpenuhinys falcier luase
wilayah tersebut huruf b

(2) Jumlah dusun dalam suatu Desa atan Lingkungan dalam suatu Nelurshan disesuaikane
' dengan kendisi wilayeh dan jangkauan peleksansen pemerintahan o

. : Pagal 5

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena.pertimbengan-pertimbangan tehnis pemerintehan
dan pelayanan terhadap magyarakat, dimungkinkan untuk diadsl=n perubahan atan e
pelurusan batas Dusun atau Lingkungan o

(2) Perubshen atan pelurusan batas Dusun ataw Li nglungan dilakukan eleh Dupati Kow
pola Deersh atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan per
setujuan Gubernur Kepala Daerah

(3) Usul Kepala Desa ateu Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud eyet (2) pasal ini,
disampaikan kepada Bupati Kepala Deersh melzlui Camat o

BAB III
' PENECAMAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
Pagal 6

(1) Dusun aten Lingkungan yang karena pertimbanganmpertimbangan tehnis pemerintahe
dan pelayanan terhadap masyerakat, dimungkinkan untuk dipecah «

(2) Pemecahan Dusun etau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepale Deersh
berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurshan melelui Camat o

(3) Usul D e



(3)
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(3)

Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana cimak-
sud dalam ayat (2) pasal ini, disampaikan kepada Bupati -
Kepala Daerah melazlui Camat, seteleh dimintakan pertim -
bengan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk ting -
kat Desa dan Perangkat Keluraham untuk tingkat Kelurahan,

o

o

Pasal 7

Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan -
tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Ling-
kungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan .

Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilaku -
kan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan =
usul Kepala Desa atau Kepala EKelurahan melalui Camat .

Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dalam ayat (2)
pasal ini tembusannya disampaikan kepada Gubernur EKepala-
Daerah B
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Desa atau EKelurahan yang sebelum berlakunya Pera =

turan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan yang-

disebut dengan nama asli misalnya Dukuh atsu Wilayah-Wilayah

lain yang sejenis dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dam =
lingkungan untuk kelurahan .

BAB v S essevesascesen



__ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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BAB V,
KETENTUAN PENUTUPy4

Pasal 10
Dengan:herlikunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan dan ketentuan yang
mengatur Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dan
ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan
tidak berlaku,

Pasal 1l.

Hai-hal‘yaﬁé belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lan
jut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demake

Pasal 12.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Pembentukan Dusun
dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan,

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya,

Demak, 28 = April - 1983,

ALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

o Hy SOEDOMO - ) .=




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR : 7 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM
KELURAHAN

A, PENJELASAN UMUM =

Guna meningkatkan kelancaram tugas pemerintahan Desa dan Ke -
lurahan secara berdaya guna dan berhasil guna selaras perkem-
bangan pembangunan, dalam rangka pelaksanaan pasal 16 dan pa=-
sal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Femerintahan-
Desa jo. Peraturan lMenteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 =
tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Ke~-
lurahan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak tentang Pembentukan Dusun dalam Desa-
dan Lingkungan dalam Kelurahan .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3
Pagsal 4 s/d 7
Pasal 8

Bukup jelas .

Cukup jelas .

Bagian Wilayah Kerja Bawahan Desa / Kelu =
rahan yang ada sebelum berlakunya Undang -
Undang Nomor 5 Talun 1979 yang disebut de-
ngan nama asli misalnya Dukuh, Kampung =~
atau istilah lain yang sejenis, dapat dise
but menjadi Dusun atau Lingkungsn .

Pasal 9 s/d 11 : Cukup Jjelas .
Pasal 12 t Cukup jelas .
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